PEI;ATURAN BUPATI KUDUS
OMOR 28 TAHUN 2006

TENTANG

ARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI KUDUS,

: bah(r’a Is\;:bagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten
Kul us Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Penjaba atan dan
Belanja Daerah; jabaran  Perubahan Anggaran Pendap

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undaqg—Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  2853),
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262),
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3985);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);
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Undang-Unda

Retribusi Da;ihN&mor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Nomor 4, Tambeaf;baran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor  3685), sah an  Lembaran Negara  Republik [ndonesia
Tahun 2000 ’(Lemi,g.alma’?a diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Nomor 246, Tamparr. | CEua Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 4048) mbahan  Lembaran Negara Republik [ndonesia

b

Undang-Undan
Tomsh dan og 8 Nomor 21 Tahun 1997 tentang B ca P erolehan Hak 2125

Nomor 44 ng;lnan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 368,8) ambal"xan Lembaran Negara Republik Indonesta
Tahun 2000 ’(iebagalmaﬂa diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Nomor 130 1? mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2090
Nomor 3988);, ambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang- ‘

(Ler:ggrgnn?\]ang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstrukst

Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan
egara Republik Indonesia Nomor 3833 );

Undang-
y;lgan t)geU};]dang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
1sth dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

II:IIegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 385 1);

gildagg'Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
L errll) aran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Perbup Penjabaran Perubahan APBD 2006
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Peraturan P
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bagi Pejab: ntah Nomoy

Pci i ¢jabat Negara P(mml T
siunan atas Pengi\ egawai Ne

. :Zrln 31,9,94 tentang Pajak Penghasilan
asilan yang dib ipil, Anggota ABRI, dan Para
ibebankan kepada Keuangan Negara

atau Keuan
gan D

Nomor 74 aerah (Lemba
T ran Neg: ;
Mo 3537, Tambahan lxemb':f;“a l:lepubhk Indonesia Tahun 1994
1 ¢ egara  Republik [ndonesia

Peraturan P
emerintah
K ah N
Ng‘:}?élre;an Bermotor (szgr ,21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar
£ 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);

Peraturan P
emerintah N
Pertanggungjawaban K;Taﬁr 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
gan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia T
la Tahun 2000
Indonesia Nomor 4()22)12I omor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemeri

Perta“gguﬂgjaWaggih é\l omor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Tugas Pembantuan (Leeu;n ngan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Nomor 203, Tambahan | Negara Republik Indonesia Tahu? 2000
Nomor 4023); shan Lembaran Negara Republik [ndonesi®

Peraturan Pemeri

Keuangan KCp;I;ngl:‘erI;lomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Republik Indonesia Tah"tm ge(l)r(l)owakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028).Nomor 210, Tambahian Lembara? Negara

ak Daerah

Peraturan i
P emerintah N omor 6 5 T ahun 2001 tentang Paj
Tambahan

Lemb .
iemb;;nﬁegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118
egara Republik Indonesia Nomor 4138); ’
Peraturan i
(Lembaranpls]r:ermtah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
Lembaran N gara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
an Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

g:;itmll(raln Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentand Kedudukan
okoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan
esia Tahun 2004

iakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indon
omor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4416),

sebagaimana diubah sampai dengan yang kedua dengan Peratural
37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Pemerintah Nomor
Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4659);

erah

5 tentang Pinjaman Da
un 2005 Nomor
a Nomor 4574);

ah Nomor 54 Tahun 200
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Republik Indonesi

Peraturan Pemerint
136.
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r 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Indonesia un 2005 Nomor 137.

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
erintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
ah (Lembaran Negara
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g??;;m- Pelﬂmr,intah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemberian

k Jad:I;)Smn/'l Al Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2000

, Egmb egawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
aran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 52);

geputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasirn
enyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Izlc]putusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
% ggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan
eputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

I;eputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
dengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana diubah sampai
engan yang keenam dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006;

Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan [ embaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 31);

Peraturgn Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Rencana Stratejik Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 44);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 62),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16
Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 71);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah K abupaten Kudus Tahun 2006

Nomor 24).
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Keputusan G
ubermuyr
Egg\or 910/461/2006 tiﬁ‘:’a Tengah tanggal 12 Desember 2006
Tahupaten Kudus tentan ;118 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
un Anggaran 2006 d%m ;mbahan Anggaran dan Pendapatan Daerah
ancangan Peraturan Bupati Kudus tentang

Penjabaran p

erubah

K an An

abupaten Kudys Tahun Angiif;;?lnzoggndapatan i Bs S

Keputusan Pimpi
Impinan D
tanggal 18 Desember ewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus

2
iancangan Peraturan (I);)G Nomor 172/04/2006 tentang Penyempurnaan
nggaran Pendapatan daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan
Anggaran 2006 berda an Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
sarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN -

PERATURAN B
ANGGARAN PENDAPATAN, pa Oy, PENABARAN PERUBAHAT
DAN BELANJA DAERAH K ABUPATEN

KUDUS TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Perubahan A
nggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah Kabupaten Kudus

Tahun Anggaran 20006, terdiri atas :

1. Pendapatan

: SBer;ltulab Rp. 513.386.175.567,00
.Be
ambah Rp. 17.016.634.201,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 530.402.809.768,00
2. Belanja
a. Semula Rp. 515.507.142.057,48
b. Bertambah Rp. 12.862.806.023,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 528.369.948.080,48
Surplus/Defisit setelah Perubahan Rp. 2.032.861 687,52
3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 86.104.523.671,48
2) Berkurang Rp. (4.153.828.178,00)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 81.950.695.493,48
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 83.983.557.181,00
2) Bertambah —}_lp_//ip—g——
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. §3.983.557.181,00
rubahan Rp.  (2.032.861.687.52)

Jumlah Pembiayaan setelah Pe
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Pasal 2

~abaran Perubahan Ap

penjab? BD sebagaimana di

X 7 v 4 ana dlm < alg Vi . .
janjut pada Lampiran Peraturan Bupati in aksud dalam Pasal 1 dirinci lebth

Pasal 3

~mpiran-lampiran sebaga
Lamp“a‘ agaimana terseb .

bl : ut dalam Pe upake an yang
idak terpisahkan dari Peraturan Bupati inj Pasal 2 merupakan bagian Yang

Pasal 4
peraturan Bupati int mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agdl 's§tliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perattral
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Desember 2000

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

.o di Kudus
Diundmgtzrlg Desember 2006
NoS
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